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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimhang

DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

BUPATI MAGELANG,

bahwa wilayah Kabupaten Magslang memiliki kondisi
geografis, geclogis, hidrologis dan demografis yang
potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan olah
faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga menyebabkan fimbulnya korban  fiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian hara benda
dan dampak psikologis yang dalam fingkal kondisi
tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;

bahwa untuk menanggulangl bencana yang mungkin
terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat
dan tepal, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik
melalsi berbagai kegiatan yang melipuli pencegahan,
penyelamatan, langgap  darurat, rehabilitasi,
rekonstruksi dan rekonsiiiasi;

bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal & Undang-
Undang MNomar 24 Tahun 2007  tentang
Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah
menjadl penanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana,
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d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Dasrah serta Pasal 18 ayat (1)
dan Pasal 25 Undang-Undang Momor 24 Tahun 2007

PDF CompressondigtarisrsPenanggulangan Bencana, dalam rangka

Mengingat
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melaksanakan lugas dan fungsl penyelenggaraan
penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapal
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagai bagian dar perangkal daerah;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
periu  membentuk Peraturan Daerah tenlang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Magelang,

Undang-Undang MNomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraluran  Perundang-undangan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 53, Tambahan Lembaran Megsra Repubfik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Homor 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Aftas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 58, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 4844);

Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulzngan Bencana (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2007 MNomor BB,
Tambahan Lembaran - Megara Republik Indonesia
Momor 4723},



5.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang
Pemindahan lbukola Kabupaten Daerah Tingkal Il
dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il

PDF CompressorFm ke Kecamatan Mungkid di Wilayah
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12.

Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemarintzh Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran MNegara Republk Indonesia
MNomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008°
Nomor 42, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indenesia Nomor 48287

Peraturan Pemerintah Nomar 22 Tahun 2008 tentang
Pendanzan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 43, Tambahan Lembaran Megara Repubfik
Indocnesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Momor 1 Tahun 2007 tentang
Pergesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraluran Perundang-undangan; =

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulanaan Bencana;
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Momor 10

Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasl Publik

PDF Compressorﬂ"-m [Paerah Kabupaten Magelang Tahun 2004

14,

15.

MNomor 17 Seri E Nomeor 8);

Peraturan Daerah Ksbupaten Magelang Momor 2
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Dasrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Serd E Momar 2);

Peraturan Daerah Kabupsten Magelang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadl Kewenangan Pemerinizhan  Daerah
Kabupalen Magelang {Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2008 Momor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Menetapkan

dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN  PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yeng dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupsaten Magetang

2. Pemerintah Daerah sdalsh Bupsati dan Peranghkat Daersh sebagai
unsur penyelenggara pemeriniahan daerah.

3. Bupali adalah Bupati Mapelang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daersh yang selanjutnya disingkat DFRD
adalah Dewan Parwakilan Rakyat Deerah Kabupaten Magelang

5  Sakrelaris Daerah adatah Sekretaris Deerah Kabupaten Magelzng
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6. Badan Penanggulangan Bencana Dasrah yang selanjulnya disingkat
BPBD adaslah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Mﬁnﬂ}essor Fre i

7. Badan F%nammaﬁ-éﬁwﬂumn Daerah Provinsl yang seianjutnya
disingkat BPBD Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daeerah yang selanjutnya
disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bancana
Dasrah Kabupaten Magalang.

8 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu  Bupali  dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdirl darl Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Satusn Polisi Pamong Praja. Lembaga Lain, Kecamatan dan
Kelurahan.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian perisfwa yang mengancam
dan menggenggu kehidupan dan penghidupan masyarakal yang
disebabican baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun fakior
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis,

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawal Neger Sipll
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan lugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau keterampilan serta bersifat mandi|

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Dasrah ini dibentuk BPED.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3
(1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berada df bawah dan
bartanggung [awab kepada Bupall.
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{2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio

dijabat oleh Sekretaris Dagrah.

PDF Compressor Free Verskbagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

g,

map

=

menetapkan pedoman dan pengarahan sesual dengan kebijakan
Pemerintah Daerah dan Badan Masional Penanggulangan Bencana
techadap wussha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penangguiangan darural, rehabilitasi seria
rekonstruksi secara adil dan setara;

menetapkan standarisasi  serta  kebutuhan  penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraluran  perundang-
undangan,

menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencara;
manyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
melaporkan penyalenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati
sefiap bulan dalam kondisi normal dan seliap saat dalam kondisi
darural bencana;

mengendalikan pangumpuian dan penyaluran uang dan barang;
mempertanggungjawabkan panggunaan anggaran yang diterma dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan persturan perundang-
undangan.

Pasal 5

BFPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimsksud dalam Pasal 4
menyelenggarakan fungsi;

a

perumusan dan penelapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pangungsi dengan berindak cepal dan tepat serta efektif
dan efizien; dan

pengkoordinasian pelaksanaan kegalan penanggulangan bencana
secara lerencana, larpadu dan menyeluruh

Fasal &

Rincian lugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 5 diatur dan ditetapkan dengan Pereturan Bupati



a.
b
5

BAB Il

ORGAMNISASI
PDF Compressor Free Version
Bagian Kesatu
Susunan Organtsasi
Pasal 7
Susunan Organisasi BPBED terdir atas:
Kepala;
Linsur Pengarah; dan
Unsur Pelaksana
Bagian Kedua
Kapala
Pasal B

Kepala sabagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyal tugas
memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fupgsi BPED.

(1)

{2)
{3)

(4}

i1

Bagian Kaliga
Unsur Pengarah

Pasal 9
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¥ huruf b berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPED,

Unsur Pengarah terdir darl Ketua dan Anggola

Fetua Unsur Pengarah sebagammana dimaeksud pada ayat [2) dijsbat
olah Kepala BPBD.

Anggola Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (Z)
berumiah 8 (sembilan) orang terdin dar 5 {lima) pejabat Pemerintah
Daerah dan 4 {empat) orang dan masyarakat profesional di dasrah

Fasal 10

Penetapan anggota Unsur Pengarah dari Instansilembaga Pemerintah
Daefah diskukan. sesuai dengan kelentuan paraturan pardndang-
Lndangan
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{2) Persyaratan calon anggota unsur pengarah darl  masyarakat
profesional adalah sebagal berikut

e e A

-
d.

- 7P

|-

baik;
berusia paling rendah 30 {tiga puluh) tahun dan paling tinggl B0
(enam puluh) tahun;
memiliki wawasan kebangsaan;
memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman datam
penanggulangan bencana;
memiliki integritas tinggi;

non-partisan;

tidak berstatus sebagal pegawai neger slau anggota TNIPold,
kecuali dosen yang telah mendapat izin dar pejabal yang
berwenang; dan

berdomisill di daerah fberasal dari dasrah,

{3} Mekanlsme penetapan anggota Unsur Pengarsh dar masyarakat
pmfmalmbagmbam

pendaftaran dilakukan dengan memberkan kesempatan kepada
masyarakal dan diumumkan melalul media,

pendaftaran dan saleksi dilakukan oleh Lembaga |ndependen,
yang ditunjukf ditetapkan olah Kepala BPED;

;ngga independan menyampalkan hasil seleksl kepada Kepala

Kepala BPBD mengusulkan 8 (delspan) calon anggota unsur
pengarsh dar masyarakat profesional hasil pemilihan kepada
Bupati atau 2 [dua) kall lipal secara proporsional dari jumbah
gnggole unsur pengarah dar masyarakal profesional, unbek
dilakukan uji kepatutan clah DPRD;

calon enggolas unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan
dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk
ditetapkan szebagai anggota unsur pengarzh  penanggulangarn
bencana secara definitif; dan

BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasdl uji kepaiutzn
melzlui meda

Pasal 11

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud datam Pasal 7 hurul b mempunya
fugas mamberi masukan, zaran dan perimbangan kepada Fepala BPAD
dan unsur pelaksana datam penanggulangan bancana



Pasal 12

UntuRDretoinpresan tigavessisagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unsur

Pangarah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebljakan penangguiangan bencana dasral;

b. pemantausn penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan

c pengevaluasian dalam penyslenggaraan penanggulEngan bencana

(1)

{2)

(3)

dasrah.
Pazal 13

Fengangkatan dan masa jabatan unsur pengarah diletapkan sebagai

berikut:

a pengangkalan anggola unsur pengarah diltstapkan oleh Bupati;

b. masa jabatan anggola unsur pangarah dan instansiiembaga
Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dan

€. masa [abatan anggota unsur pangarah dari masyarakat profesional
salama b (ima) ahon,

Pemberhentian anggola unsur pangarah ditetapkan sebagal berikut

a pemberhenlian anggota unsur pengarah dari Iamhagal'irmlarml
Pemerintah Dasrah dilakukan sssual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. pemberhentian anggota wunsur pengarah dard  masyarakat
profesional dilakukan sefelah berkonsultasi dan mendapat
persetujuan dari DPRD.

Perganiian antar wakiu anggots wnsur pengarah diatur sebagal bankut
a. alasan pergantian antar waktu
1. meninggal dunia;
2. tidak iagi menduduki jabatan & nstansinya bagi Pegawai
Negesi Sipdl dan anggola TRVPolsi;
3. mengundurkan din sebagai anggota unsur pengarah atas
kemauan sendir; dan
4. lidak dapat memenuhl kewsjiban sebagai anggota unsur
pengarah danfatau telah melakukan pelanggaran hukum yang
lelah mendapal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum betap
b. anggota pengganti:
1. calon pengganii anggota  unsur  pengarah dan
instansilembage Pemerintah Daerah harus berasal  dar
instansilembaga yang diwakilinya, dan
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2. calon pengganti unsur pengarah dar masyarakal profesional
berasal dari calon anggota yang telah mengikutl uji kepatutan
PDF Comglger;slil)]ni Mﬁn mendapat persetujuan dan DPRD.

Baglan Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 14

(1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ©
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu
Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD seharl-
hari.

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD mempunyal tugas melaksanakan penanggulangan
bencana secara terntegrasi meliputi;

a prabencana;

b. saat tanggap darurat, dan

£, pascabencana,

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

a, - pengkoordinaskan;

b, pengkomandoan; dan

c. pelaksapa,

Pasal 17

{1) Fungsi koordinas! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
merupakan fungsi koordinasl unsur pelaksana yang dilaksanakan
metalui koordinasi dengan satuan kerja perangkal daerah lainnya di
daerah, instansi vertikal yang gda di daerah, lembaga usaha, dan/atau
pihak tain yang diperiukan pada tahap pra bencana dan pascabencana.

(2) Fungsi komando sebageimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
menipakan fungsi komando unsur pelaksana yang dilaksanakan
melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari
safuan kerja perangkat dsersh |ainnya, instansl verikal yang ada di
deerah serts iengkah-langkah kin yang diperlukan dalam rangka
penanganan darural bancana.



(3)

(1)

(2)

{3

)

(5]

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c
merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana yang dilaksanakan
secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat
dmﬂvﬁ\w(ﬂ]ﬁﬁ {hstansi vertikal yang ada di daerah dangan
memperhatikan I:uzf.'wi,ialf|=;?1n|||§1'-lﬁs penyelanggaraan penanggulangan bencana
dan katentuan peraturan parundang-undangan.

Pasal 18

Susunan organisasi unsur pelaksana, terdinl alas:
a  Kepala Pelaksana;
b.  Sekretarial Unsur Pelaksana, terdin dari:
1. Subbaglan Perencanaan dan Evaluasi,
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pencegahan dan Kesizpsiagaan, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdir dari:
1, Seksi Kedaruratan,
2 Seksi Logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdir dari:
1. Seksi Rahabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi,
f. Satuan Tugas.

Sekratariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b dipimpin oleh seorang Kepala Sekretarial yang berada dibawah
dan barianggung jawab kepada Kepals Palaksana.

Bidang sabagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d dan huruf
e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
berianggung jawab kepada Kepata Pelaksana.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1,
angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbaglan yang
berada di bawah dan bertenggung jawab kepada Kepala Sekretarial
Linsur Pelaksana.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayal {1} huruf ¢ angka 1 dan angka
2 huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf & angka 1 dary angka 2
dipimpin oleh seorang Kepala Seksl yang berada di bawah dan
berianggung jawab kepada Kepala Bidang
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(6) Bagan Organisasi BPBD ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak

tpjpieahlion derl Reratycan Deersh il

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

BPED dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasl, integrasi
dan sinkronisasi.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendakan
nierm.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petuniuk
bagi pataksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinazn dan pengawasan terhadap satuan organisas! di bawahnya.

Pasal 23

(1) Rapat koordinasi BPBD dengan BPBD Provinsi dladakan paling sedikil
1 (satu) kall dalam 1 (satu) tahun atau sewskiu-waktu sesual dengan
kebutuhan.

{2) Rapat koordinasi nasional BPBD dengan BNPB dan BFBD Provinsi
diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewakiu-
walkiu sesuai dengan kabuluhan,

Pasal 24
Hubungan kerfa antara BPBD Provinsi dengan BPBD barsifat

memfasiitasikoordinasi dan pada saal penangsnan darurat bencana BFED
Provins| dapat melaksanakan fungs! komando, koordinasi, dan peiaksana,
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Pasal 25

Wﬁ@ﬁh& e gpal tata kerja BPBD dengan BPBD Provinsi

BAB V
ESELON JABATAN

Pasal 26

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf @ merupakan jabatan strukiural eseion lib.

(2) Kepala Sekretarial Unsur Pelaksana dan Kepala Bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayal (1) hurul b, hurufc, heref d, dan heol @
marupakan jabatan strukiural esalon .

{3} Kepala Subbagian dan Kepala Seksl sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf ¢ angka
1 dan angka 2 , huruf d angka 1 dan angka 2, serla huru! e angka 1 dan
angka 2 merupakan jabatan struktural esalon I\Va

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27
Pembiayaan BPBD dalam pananganan bencana dibebankan pada
Anggaran Pendapalan dan Belania Dasrah dan sumber anggaran ainnya
yang sah dan tidak menglkat

BAR VI
KETENTLIAM PENUTUP

Paszl 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraluran Daerah ini, sepanjang mangeanal
taknis pelaksanaannya diatur cleh Bupali,

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulal berdaku paca tanagal diundangkan,
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seliap orang mengetahuinga, memerntahkan pengundangan

Agar
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang.
PDF Compressor Free Version
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 9 Jund 2011
BUPATI MAGELANG,
fid
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan datam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang

Tahun 2011 Nomor 3
Tanggal 9. Junl 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
id

UTOYD
Pembina Utarma Muda
MIF. 18580712.1968303.1.012
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PENJELASAN
ATAS

PDF Compressor Free Version
P

DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISAS] DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUFATEN MAGELANG

UM

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki kendisi geografis,
geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana,
baik yang disebabkan olgh faklor alam, faklor non alam maupun
faklor manusia sehingga menyebabkan timbulhya korban jwa
manusia, kerusakan Engkungan, kerugian harla benda dan dampak
paikclogis yang dalam tingkal kondisi fereniu dapat menghambat
pembangunan  daerah. Uniuk tu delam rengks menanggulangl
bencana yang mungkin iefedi perluy melskukan berbagai upaya
secara cepal dan lepat, terpadu dan berkoordinasikan dengan baik
malalui berbagal kegratan yang melipufl pencegahan, penyalamatan,
langgap darural, rehabilitasd, rekonstruks| dan rekonsiEas],

Bardasarkan ketentuan Pasal § Undang-Undang MNomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daesrah
menjadi penanggung j[awab delem penvelenggaraan penanggulangan
bencana, sehingga perlu membeniuk perangkal deerah vang secara
fokus  melgksansken: fugas  dan  fungsi penyelenggaraan

penanggulangan bencana

sehubungan dengan hal' tersebut distas, dipandang periu
membentuk Peraturan Daerzh tenfang Omgenisssi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

PASAL DEMI PASAL
Paszsal 1
Cukup Jelzs

Fasel 2
Cukup Jelas
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Pasal 3

Cukup Jelas
PREGompressor Free Version
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal B
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayal (2)
i Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jefas
Ayat (4)
4 (empal) owang dari masyarekat
nal mediputi 1 (satu) orang dari unsur
pakar, 1 {satu} orang unsur profesional dan
2 (dua) orang dar tokoh masyarakat di
dawrah.
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas



Pasal 13

Cukup Jelas

1:"EEH)‘ii‘Compressor Free Version

Pasal 15

Pasal 18

Cukup Jelas

Huruf a

Huruf b

Huruf ¢

CukupJelas

*Pra bencana® adalah keadaan tidak teu:aﬁ
bencana dan ‘terdapat potensl terfadi
bencana dengan kegiatan maelputi
penyusunan perencanaan penanggulangarn
bencana, pengurangan resiko bencana,
pencegahan, pernaduan dalam
pefencanaan pembangunan, persyaratan
analisls risko bencana, pelsksanaan dan
penegakan rencana tata ruang, pendidikan
dan pelathan dan persyaratan standar
leknis penanggulangan bencana,
kestapsiagaan, peringatan dinl dan mitigas
bencana,

Saal “Tanggap darural” adalsh serangkatan
kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadian bencana  untuk
menangani dampak buruk yang ditimbutkan,
yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta banda, pemenuhan
kebuluhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsl, penyelamatan, sera pemulihan
presarana dan sarana.

*Pascabencana” adalah - paenyelenggsraan
penanggulangan bencena yang mehipufi
rahebilitazst dan rekonsiruks:.
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Pasai 17

PDF Compressg:rq'lueg %‘%n

Pasal 18

Ayat (1)

Ayat ()

Ayat (3)

Ayat (4}

Hurf a
Cukup Jalas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf ¢
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf &
Cukup Jelas

Huruf f
Satuan Tugas terdirl dar ;| Satusn
Tugas Pusal Pengendaian Operas
termasuk  tugas meaksi cepat (Tim
Reaksl Cepal meliputi kajl cepal dan
penyelamatan/pertolongan) dan Satuan
Tugas flaln yang diperlukan Sesua
dengan kebuluhan daershnya. Satuan
Tugas bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Pelaksana BPBED.

Cukup Jetas

Cukup Jakas

Cukup Jelas



Cukup Jelas
PDF Comp%{ﬁee Version
Cukup Jelas

Pasail 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Lukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jalas
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 28

Ayat (5)

Cukup Jelas
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